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Penertiban Aset Kendaraan Dinas

KOTA MANNA - Setelah pemeriksaan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
beberapa waktu lalu, Pemkab Bengkulu Selatan
(BS) kembali melakukan penertiban aset berupa
kendaraan dinas di masing-masing OPD. Al

Penertiban ini dilakukan guna mengecek kelay-
akan Barang Milik Negara (BMN) baik kendaraan
roda empat maupun roda dua. Kabid Pengelolaan
BMB BPKAD Kabupaten BS Syahriar mengatakan,
pemeriksaan aset kendaraan tersebut dilakukan
sejak 7 April lalu. Dan hasilnya baru tiga OPD yang
didatangi oleh tim tersebut yakni Sekretanat Daer-

- ah, Sekretariat Dewan dan DLHK.

‘Untuk DLHK dinyatakan lengkap, seluruh kend-

‘araan ada ditempat. Sedangkan untuk sekretariat

daerah dan dewan, Syahriar mengungkapkan
masih banyak yang belum ada ditempat. Sehingga
kondisi tersebut menyulitkan tim BPKAD untuk
mengecek kondisi kendaraan apakah masih leng-
kap atau tidak.

Adapun alasan kedua sekretariat tersebut dijelas-
kan Syahriar lantaran ada yang masih di pakai untuk
perjalanan dinas, operasional dan lain sebagainya.
Namun demikian Syariar memastikan seluruh kend-
araan tersebut wajib lengkap dan ada.

“Pemeriksaan masih berlanjut, kalau bisa seluruh
aset Dinas di OPD maupun sekretariat lengkap.

~ Jangan sampaimenghalangi Pemkab BS untuk tertib

aset dan berdampak pada daerah,” ujar Syahriar.

Sementara itu Bupati BS Gusnan Mulyadi telah
memerintahkan agar seluruh kendaraan dinas di
29 OPD dan kecamatan serta sekretariat daerah dan
dewan harus lengkap. Karena Bupati ingin pener-
tiban aset berupa kendaraan dinas benar-benar
dijalankan oleh BPKAD. Apabila tidak Kabupaten
BS akan kembali bermasalah dan tidak mendapa-
tkan WTP. \

“Harusnya ada, kalau kendaraan Dinas tidak ada
saat dicek maka BPKAD harus cari. Aset dinas wajib
ada dan lengkap, jangan sampai tidak diketahui,”
tegas Bupati.(tek)



